BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan
2.1.1 Pengertian Implementasi
Dengan adanya sistem informasi Kios 3 in 1 pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan tentunya dapat menghemat
pengeluaran biaya. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya tertib
administrasi dan peningkatan pelayanan publik, perlu didukung dengan
adanya implementasi sistem informasi kios 3 in 1 yang berorientasi pada
pelayanan pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja sesuai dengan visi dan
misi yang akan dicapai oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam
Negeri (BBPLKDN) Bandung.
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster
yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:
“Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement.
Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan)
berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana
untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam
Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang
berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat
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terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak
atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga
pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan
juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter

dan Van Horn dalam Wahab, 2008:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan
tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.
Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi
pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga
membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang
seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan implementasi sebagai
berikut:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah
disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang
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mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun

untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”.

(Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab,2008:65)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan
pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk
perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan
badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui
sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang,

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa
Inggris “policy”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan
kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok,
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu. (Anderson dalam Wahab, 2008:2). Oleh karena itu, kebijaksanaan
menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh
aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah
maupun tidak dilakukan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian
kebijakan menurut Sharkansky dalam Widodo adalah: “What government say
and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs”.

(Sharkansky dalam Widodo, 2008:12)
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Kebijakan negara menurut pendapat Chief J.0 Udoji yang dikutip oleh
Wahab bahwa:

“Kebijakan negara adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah

pada suatu tujuan tertentu yang dirahkan pada suatu masalah atau

sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang

mempengaruhi sebagaian besar warga masyarakat” (Udoji dalam
Wahab, 2008:5).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan
dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok
ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi
harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan
berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika
diimplementasikan.  Sebaliknya, suatu  kebijakan  harus  mampu
mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.

2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan
Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward 11l adalah sebagai
berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making
between the establishment of a policy such as the passage of a
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legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a
judisial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the
consequences of the policy for the people whom it affects”. (Edward llI,
1980:1)

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu
keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga
harus mengkaiji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan
dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar
suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai
merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh
Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan

alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan
guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Lester dan

Stewart dalam Winarno, 2002:101-102)

Definisi di atas menekankan bahwa implementasi kebijakan
merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat
dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan
dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan
bernegara.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk

mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam
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bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau
turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu,
implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua
pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk
program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George
Edward 1l mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi
keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Comunication.

2. Resources.

3. Disposition.

4. Bureaucratic Structure.

(Edward 111, 1980:10)

Keberhasilan suatu implementasi menurut George Edwards Il dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Communication (Komunikasi)

“Inadequate communications also provide implementors with
dicretion as they attempt to turn general policies into specific
actions. This discretion as they attemp to turn general policies into
specific actions. This discretion will not necesarily be exercised to
further the aims of the original decision makers. Thus,
implementation instruction that are not transmitted, that are too
precise may hinder implementation. Conservely, directives that are
too precise may hinder implementation. Conversely, directives taht
are too precise may hinder implementation by stifling creativity and
adaptability.” (George 11l Edwards, 1980:10).

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards Ill, komunikasi
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan.

Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan
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dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga
setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan
(dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain:
dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik,
kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka terjadinya
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula
sebaliknya.

2. Resource (Sumber daya)

“No matter how clear and consistent implementation orders are and
no matter how accurately they are transmitted, if the personnel
responsible for carrying out policies lack the resources to do an
effective job, implementation will not be effective. Important
resources include staff of the proper size and with the necessary
expertise; relevant and adequate information on how to implement
policies and on the compliance of the others involved in
implementation; the outhority to ensure that policies are carried out
as they are intended; and facilities (including buildings, equipment,
land and supplies) in which or with which to provide services.
Insufficients resources will mean that laws will not be enforced,
services will not provided, and reasonable regulation in policy
implementation.” (George Ill Edwards, 1980:10-11).

Menurut George C. Edwards Il bahwa sumber-sumber yang dapat
menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya
yang tersedia, karena menurut George C. Edwards Il sumber daya

merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber

daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses
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pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses
implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia,
biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan
untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
suatu implementasi. Sumber daya terdiri dari fasilitas dan informasi yang
berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan guna tercapainya suatu
implementasi.

3. Disposition (Disposisi).

"This dispisition or attitudes of implementors is the third critical
factor in our approach to the study of public policy implementation.
If implementatition is to proceed effectively, not only must
implenentors know what to do and have the capability to do it, but
they must also desire to carry out a policy. Most implementors can
exercise considerable discretion in the implementation of pilicies.
One of the reasons for this is their independence from their nominal
superiors who formulate the policies. Another reason is the
complexity of the policies themselves. The way in which
implementors exercise their discretion, however, depends in large
part upon their disposition toward the policies. Their attitudes, in
turn, will be influenced by their views toward the policies per se and
by how they see the policies affecting their organizational and
personal interests.” (George Ill Edwards, 1980:11).

Menurut George C. Edwards lll, disposisi atau sikap para pelaksana
adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika
pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus
mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi
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oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan
bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi atau
sikap para pelaksana dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi
sangat penting, karena kinerja pelaksanaan kebijakan publik akan sangat
banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen
pelaksananya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas
atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan,
kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

4. Bureaucratic structure (Struktur birokrasi)

“Even if sufficient resources to implement a olicy exits and
implementors know what to do and want to do it, implementation
may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic
stricture.  Organizational fregmentatiton may hinder the
coordination necessary to implement succesfully a complex policy
requaring the coopation of many people, and it may also waste
scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies
working at cross-purposes, and result in important function being
overloocked.” (George Il Edwards, 1980:11-12).

Menurut George C. Edwards Ill, walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa
yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi
sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa struktur organisasi dalam suatu badan sangat berperan
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penting dimana untuk menentukan keberhasilan dari suatu implementasi
kebijakan dibutuhkan suatu struktur organisasi yang tertata rapih guna
tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

Pengertian implementasi  kebijakan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward Il di atas,
maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

. Ukuran dan tujuan kebijakan

. Sumber-sumber kebijakan

. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

A WN -

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat
dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu : Pertama yaitu ukuran
dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan,
hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah
direncanakan. Dalam ukuran Sistem Informasi kios 3 in 1 yang menjadi
sasaran adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat dan
adanya kemudahan dalam pembuatan berbagai urusan tentang pelatihan,
sertifikasi dan penempatan kerja. Tujuan dari implementasi Sistem Informasi
kios 3 in 1, yaitu untuk memberikan layanan secara cepat dan aman dalam

proses pemasukan data peserta pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.
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Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn
yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan
proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan
sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino,
2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk
keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber
penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran
pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan
waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena
waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu
merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan
kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri
badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja
implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri
yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.
Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas
atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan,
kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya
(Subarsono, 2006:7).

Menurut Edward 11l “Their attitudes in turn will be influenced by their

views toward the policies and by how they see the policies affecting their
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organizational and personal interest” hal tersebut bermakna bahwa watak,
karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,
kejujuran, dan sifat demokratis (Edwards Ill, 1980:11). Hal ini sangat penting
karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri
dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik
yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, @ komunikasi memegang peranan penting bagi
berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan
Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan

mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur

administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang

lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan
Gunn dalam Wahab, 2004:77)

Menurut Edward Ill, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam
dimensi antara lain: Orders to implement policies must be clear, accurate and
consistent, (Edward Ill, 1980:10). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain
dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi
(consistency). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
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Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo,
bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi,
norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter
dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus
dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi
pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-
masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan
menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh
mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik
yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial,
dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi,
sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan

suatu implementasi.

2.1.4 Pengertian E-Government

Pengertian e-Government menurut World Bank yang dikutip oleh Eko
Indrajit dalam bukunya yang berjudul Electronic Government: Srategi
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis

Teknologi Digital adalah:
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“e-Government refers to the use by government agencies of
information technologies (such as Wide Area Networks, the internet
and mobile computing) that have the ability to transform relations with
citizen, business and other arms of government”. (World Bank dalam
Indrajit, 2006:3)

Dari pengertian diatas e-Government merupakan sistem yang
membuat kegiatan-kegiatan pemerintahan menjadi lebih mudah dengan
teknologi informasi berupa internet, komputer mobile yang diciptakan
sedemikian rupa untuk membuat kegiatan menjadi lebih mudah.

Berkenaan dengan pengertian e-Government menurut world bank
berikut ini Pengertian e-Government Menurut Clay G. Wescott yang dikutip
oleh Eko Inddrajit dalam bukunya yang berjudul Electronic Government:
Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi Digital adalah:

“E-government is the use of information and comunications technology

(ICT) to promotemore efficient and cost-efeective government,

facilitate more convenient government service,allow greater public

access to information and make government more accountable to

citizens.” (Clay dalam Indrajit, 2006:4)

Pengertian e-Government di atas memberikan kesimpulan bahwa e-
Government itu merupakan alat yang membuaat informasi dan komunikasi
menjadi lebih efisien di dapat sehingga masyarakat dapat mengakses

informasi tersebut melalui media seperti internet dan hal tersebut membuat

pemerintah lebih bisa untuk memepertanggung jawabkan kinerjanya.
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2.2 Sistem Informasi
2.2.1 Pengertian Sistem

Definisi Sistem dalam Kamus Websters Unbridged adalah elemen-
elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.
Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling
bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan.Sistem merupakan
seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama
untuk mencapai beberapa tujuan. Berikut ini merupakan pengertian sistem
menurut kamus Scott yang dikutip oleh Choirul Anwar dalam bukunya yang
berjudul: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era
Otonomi Daerah adalah: “sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan

(input), pengolahan (processing), serta keluaran (output).

Gambar 2.1
Model Sistem

Masukan Pengolahan Keluaran
(Input)

A 4
A 4

Sumber: Anwar (2004:5)

2.2.2 Pengertian Informasi
Definisi informasi yang dikemukakan oleh Wahyono yaitu, sebagai

berikut:
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“Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang
lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu
kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk
pengambilan suatu keputusan”. (Wahyono, 2004:3)

Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses
pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Sedangkan nilai dari pada
informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa
informasi dianggap bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan
dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Menurut Sondang,
informasi yang mampu mendukung proses pengambilan keputusan memiliki
ciri-ciri sebagai berikut: Lengkap, mutakhir, akurat, dapat dipercaya, dan
disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri untuk digunakan
sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan apabila diperlukan
(Sondang, 2006:76).

Suatu informasi yang berkualitas seperti yang dikemukakan di atas
harus mempunyai empat ciri yang pertama yaitu: suatu informasi harus
akurat, akuratnya informasi karena telah melakukan pengujian dan apabila
pengujian tersebut berhasil maka informasi tersebut dianggap data. Kedua,
suatu informasi harus tepat waktu, karena suatu informasi harus ada jika
informasi tersebut diperlukan. Ketiga, suatu informasi harus relevan, karena
suatu informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan
dan yang keempat, adalah suatu informasi haruslah lengkap tidak boleh

kurang, jika informasi tersebut kurang maka suatu informasi masih diragukan.
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Penjelasan di atas antara sistem, data dan informasi memiliki
kesinambungan yang saling melengkapi. Data merupakan bahan baku atau
bahan awal bagi suatu informasi dari data-data yang masih bersifat acak
kemudian data tersebut disaring untuk mendapatkan informasi yang akurat,
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya data yang sudah
menjadi informasi tersebut akan menjadi sistem informasi, yaitu bagian dari
komponen-komponen yang berasal dari hasil pengolahan data, yang
kemudian akan di informasikan kepada seseorang yang memerlukan

informasi tersebut.

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi
Pengertian sistem informasi menurut Kadir dalam bukunya yang
berjudul Pengenalan Sistem Informasi, yaitu :
“Sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer,
teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses

(data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu
sasaran dan tujuan”. (Abdul Kadir,2003:10)

Sistem informasi merupakan komponen yang terdiri dari manusia,
komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja yang diproses antara data
menjadi informasi dan di maksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah
ditentukan. Sistem informasi juga digunakan untuk mendukung didalam
pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan

gambaran efektivitas dalam suatu perusahaan.
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Selain menurut Abdul kadir sistem informasi juga didefinisikan oleh
Azhar Susanto sebagai berikut :

“Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik

maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama dan bekerja

sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah
data menjadi informasi yang berguna”. (Azhar Susanto,2004:55).

Definisi di atas menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan
kumpulan dari sub sistem baik fisikk maupun non fisik yang saling
berhubungan dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya untuk
mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem informasi merupakan pengolahan data
menjadi informasi yang berguna untuk orang banyak yang membutuhkan
informasi tersebut.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang
semakin canggih, maka dalam pengolahan data secara elektronik sangat
mendukung dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Pengolahan data secara
elektronik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk
menyediakan informasi dengan menggunakan komputer yang mencangkup
pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan pengawasan hasil
pengolahan tersebut.

Menurut Anwar, alasan—alasan sekaligus latar belakang diterapkannya
sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

1. “Peran informasi dan teknologi yang semakin canggih serta

mendominasi di hampir semua bidang kehidupan sehingga
mendorong ke arah globalisasi.

2. Dalam era globalisasi akan dilandasi dengan kebutuhan informasi
yang semakin meningkat diikuti dengan semakin berkembangnya
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jaringan internet, batas wilayah negara semakin tidak jelas,
persaingan perdagangan semakin ketat.

3. Munculnya tuntutan masyarakat pada birokrat untuk meningkatkan
kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Kemajuan teknologi informasi yang semakin maju dan mampu
mendorong kegiatan”.

(Anwar, 2004:112-113)

Perkembangan teknologi begitu cepat seiring dengan semakin
pesatnya dunia informasi, sehingga menjadikan jarak antara negara yang
satu dengan yang lain begitu dekat dengan adanya teknologi. Hal ini juga
yang menjadikan peran informasi dituntut untuk selalu akurat agar tidak
ketinggalan informasi, hampir semua kegiatan sehari-sehari tidak akan
terlepas dari pengaruh teknologi. Berkembang pesatnya peran informasi dan
teknologi menyebabkan semakin mendekatkan wilayah negara sehingga
batas wilayah tidak jelas.

Oleh karena itu, dalam hal ini bahwa pemerintah harus menerapkan
pengolahan data secara elektonik yang bertujuan untuk memberikan
kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat, akurat dan bernilai yang
berguna bagi penerima informasi. Penerapan pengolahan data secara
elektronik tersebut, tidak hanya di tingkat pusat saja melainkan di tingkat

daerah juga perlu diterapkan pengolahan data secara elektronik.

2.2.4 Sistem Informasi Kios 3in 1
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik

Indonesia NOMOR PER.O7/MEN/ IV/2011 Sistem informasi kios 3 in 1 adalah



39

aplikasi perangkat lunak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
untuk memudahkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif,
pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk
memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat. Sistem
informasi kios 3 in 1 ini merupakan software yang berisi informasi-informasi
tentang pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja melalui bursa kerja yang
di peruntukkan kepada masyarakat luas yang membutuhkan pekerjaan.

Pertama, pelatihan merupakan komponen pertama yang ditujukan
untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pemberian ketrampilan kerja
sesuai dengan permintaan pasar kerja secara umum. Komponen pelatihan
dalam kios 3 in 1 diadopsi dari program pelatihan yang dikembangkan oleh
direktorat jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas ( Ditjen Binalattas),
prinsip pelatihan adalah melengkapi kompetensi kerja yang sesuia dengan
tuntutan permintaan atau syarat jabatan. Efektivitas pelatihan sangat
tergantung pada kondisi tenaga kerja yang akan dilatih. Penyelenggaraan
pelatihan perlu didukung oleh sistem informasi pasar kerja tentang
ketersediaan dan kondisi penyediaan tenaga kerja.

Kedua, sertifikasi dimaksudkan sebagai “komponen antara” bagi
tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan dan lulus dalam uji kompetensi.
Uji kompetensi disini termasuk di dalamnya uji pengetahuan, uji keterampilan
dan uji perilaku yang merupakan factor penting dalam menyiapkan tenaga

kerja untuk bekerja dengan optimum.
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Ketiga, penempatan yaitu terdiri dari bursa kerja, informasi pasar kerja,
analisa, bimbingan dan penyuluhan jabatan. Bursa kerja adalah lembaga
penempatan tenaga kerja dengan fungsi memfasilitasi pertemuan antara
pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan). Informasi pasar
kerja merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi mengenai
persediaan dan kebutuhan tenaga kerja serta karakteristik yang berhubungan
dengan kedua hal tersebut secara terus-menerus. Fungsi informasi pasar
kerja adalah: 1) mengelola data pencari kerja, lowongan dan penempatan 2)
menyediakan informasi perkembangan kondisi pasar kerja local, regional dan
nasional kepada perusahaan dan pekerja, dunia pendidikan dan pelatihan

dan kepada penyusun kebijakan, serta analisis ketenagakerjaan.



